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ABSTRAK

Perjanjian sewa-menyewa mobil merupakan salah satu bisnis usaha untuk
membantu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dimana usaha sewa-
menyewa mobil ini sangatlah. dibutuhkan oleh.masyarakat pada umumnya, dan
perusahaan-perusahaan pada Khususnya Sehingga dalam pelaksanaannya sering
menimbulkan suatu permasalahan, dimana pihak penyewa melakukan wanprestasi
terhadap isi surat perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati antara kedua
belah pihak pihak yaitu pihak penyewa:dan pihak yang menyewakan.

Masalah pokok . dalam “‘penelitian “ini “adalah bagaimana pelaksanaan
perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Usaha Insan-mandiri di-Kota Pekanbaru
dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa
menyewa mobil pada PT. Usaha Insan mandiri di Kota Pekanbaru

Metode penelitian yang dilakukan adalah Observational Research yaitu
dengan cara survey, yaitu yang dilaksanakan langsung kelokasi penelitian dengan
menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan Kuisioner terhadap
responden. Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan yaitu induktif
dengan menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus dengan hal-hal yang bersifat
umum.

Dari’ hasil penelitian_oleh penulis, dapat . disimpulkan bahwa dalam
pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Usaha Insan Mandiri di
Kota Pekanbaru dibuat secara tertulis dan berisikan hak-hak dan kewajiban
masing-masing.antara para pihak, setelah memenuhi persyaratan dan menyepakati
isi perjanjian maka para pihak-dapat.menandatangani perjanjian sewa-menyewa
mobil tersebut. Namun, di dalam pelaksanaannya masih banyak pihak penyewa
yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. disebabkan oleh beberapa hal seperti
pengembalian mobil tidak tepat waktu, dan terlambat dalam membayar uang sewa
mobil. Sementara penyelesaian terhadap wanprestasi yakni bila terjadi
keterlambatan pengembalian akan dikenakan denda sebesar 1 hari harga sewa
untuk setiap hari keterlambatan pengembalian.. Pthak pemberi sewa akan
memberikan teguran atau surat peringatan sebanyak 3 kali kepada penyewa,
apabila surat peringatan itu tidak diindahkan, maka pihak pemberi sewa akan
melakukan penarikan atas kendaraan yang disewakan apabila kendaraan tersebut
masih ada ditangan pihak penyewa dan masa sewa tetap berjalan hingga pihak
penyewa membayar kewajibannya. Dan biasanya penyelesaian jika terjadi
perselisihan antara kedua belah pihak diselesaikan melalui musyawarah atau jalur
damai.

Kata kunci : Perjanjian, Sewa-menyewa, Wanprestasi.
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ABSTRACT

A car rental agreement is one of the business businesses to help achieve
prosperity and prosperity for the people. Where this car rental business is needed
by the community insgeneral, and companies insparticular, so that in its
implementation often raises a-problem, where. the tenant defaults on the contents
of the lease agreement that has been agreed between.the two parties, namely the
party tenants and parties that rent out

The main problem in this study is how the implementation of a car rental
agreement at PT. Usaha Insan-Mandiri<in Pekanbaru City and how to settle
defaults in the implementation of car rental ‘agreements at PT. Usaha Insan
Mandiri in Pekanbaru City

The research method used is Observational Research, namely by means
of a survey, which is carried out directly in the location of research using a data
collection tool in the form of interviews and questionnaires to respondents. The
conclusion method that I use is inductive by connecting things that are specific to
things that are general in nature.

From the results of research by the author, it can be concluded that in the
implementation” of a car rental agreement at PT. Usaha.insan Mandiri in
Pekanbaru City-is made in writing and contains the rights and obligations of each
party, after fulfilling the requirements and.agreeing ‘on the contents of the
agreement, the parties can sign the car rental agreement. However, in its
implementation there are still many tenants who are negligent in fulfilling their
obligations. caused by a number of things such as returning.the car on time, and
being late in paying car rental.-\While jthe-settlement of default; if there is a delay
in repayment, will be subject to a fine of 1 day the rental price for each day of
delay in return. The lessor will give a warning or warning letter 3 times to the
lessee, if the warning letter is not heeded, the lessor will withdraw the leased
vehicle if the vehicle is still in the hands of the lessee and the lease period
continues until the tenant pays its obligations. And.usually the settlement if there
is a dispute between the two parties is resolved through deliberation or a peaceful
path.

Key words: Agreement, Rent, Defaultization.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

song era pasar

emakmuran dan
kesejahteraz akyat ~adalz ngemba ) dalam bidang
perdagangan ata gaan, in -. i, perseroz an-kegiatan lainnya

dalam proye

transportasi,

membutuhkan 3 : erupakan bagian penting

transportasi darat khusunya kendaraa a empat (mobil). di mana transportasi
tersebut berguna untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pengembangan
perekonomian, maka kebutuhan akan jasa transportasi semakin meningkat. Oleh
karena itu, antara perekonomian dan jasa transportasi memiliki hubungan yang
sangat erat.

Transportasi merupakan suatu kegiatan pemindahan baik barang ataupun

penumpang dari satu tempat ke tempat lain, yang akan memberikan nilai guna



pada suatu produk atau barang yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Sarana
transportasi seperti mobil bukan hanya sebagai penyedia jasa pengangkutan, juga
merupakan kegiatan ekonomi atau siklus perekonomian dikhalayak ramai atau
masyarakat luas« dengan maksud dan__tujuan tentunya untuk mencapai
kesejahteraan disetiap individu masyarakat tersebut.

Sarana transportasi . atau | penyeéwaan . mobil sangatlah dibutuhkan
masyarakat pada umuninya, dan perusahaan-perusahaan pada khususnya. Hal ini
mengingat tidak semua perusahaan mampu untuk memiliki kendaraan sendiri
dalam jumlah banyak, karena keterbatasan dana. Untuk itu perusahaan mengambil
kebijaksanaan untuk melakukan penyewaan mobil, karena hal ini dianggap
ekonomis dan saling menguntungkan antara pemilik dan penyewa.

Seperti halnya PT. Usaha Insan Mandiri yang merupakan suatu badan
usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasaisewa-menyewa kendaraan roda
empat dan alat-alat berat, yang berkedudukan di Jalan Kakap Gg. Gurami No.4
RT. 002 RW. 008 Kel. Tangkerang Selatan Pekanbaru. PT Usaha Insan Mandiri
sebagai pemilik mobil. telah. membantu pihak ‘penyewa, yaitu dengan cara
meminjam atau menyewakan mobil yang dapat mempermudah atau memperlancar
pekerjaan pihak penyewa.

Sebelum PT. Usaha Insan Mandiri menyewakan kendaraannya kepada
pihak penyewa, pihak penyewa terlebih dahulu mendatangi tempat sewa mobil
untuk memilih jenis mobildan meihat kondisi mobil yang akan disewa, setelah
menyepakati semua aturan kemudian dilakukanlah perjanjian yang disebut dengan

perjanjian sewa-menyewa, sehingga dengan adanya perjanjian tersebut, maka
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terdapatlah pihak yang melakukan perjanjian dan objek perjanjian. Perjanjian
sewa-menyewa ini dibuat secara tertulis dan dan mengatur ketentuan antara lain

mengenai subjek dan objek sewa, jangka waktu sewa, hak dan kewajiban para

atau dua
antara dua

ikan sebagai

m perjanjian”
disebut juge isebut dengan
”Agreement”(Fua ( nal. 2). Karena S hukum  perjanjian

mempunyai J lebi i rikatan. Sedangkan untuk

istilah huku e 1 akup se ) i didalam buku ke 111

perjanjian saja (Fuady, 2001, hal. 3).
Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
Lukman Santoso mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu kejadian

dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau atau dimana dua orang saling



berjanji untuk melakukan sesuatu hal (Santoso, Hukum Perikatan & Penerapan
Surat Perjanjian Kontrak, 2012, hal. 8).

Hukum perjanjian memiliki sifat terbuka dan mempunyai suatu asas
kebebasan berkontrak, artinya-para pihak yang-mengadakan.perjanjian diberikan
kebebasan seluas-luasnya untuk membuat perjanjian yang berisikan apa saja,
selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, serta
kesusilaan. Para pihak “yang mengadakan perjanjian boleh membuat ketentuan
yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat
mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Apapun jenis atau obyek
perjanjian, pada hakekatnya perjanjian berisi kehendak para pihak mengikatkan
diri untuk melaksanakan sesuatu yang diperjanjikan, dan ini dapat dijumpai dalam
Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian mempunyai_kekuatan hukum yang sama-dengan perundang-
undangan (Santoso, Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak,
2012, hal. 14). Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak
secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian sering dijadikan sebagai pedoman
apabila terjadi perselisihan atau. wanprestasi- di kemudian hari. Perjanjian atau
kontrak sebagai seperangkat hukum yang mengatur tentang perjanjian yang
layaknya digunakan dalam kegiatan usaha dilakukan dalam beberapa tahap yaitu
tahap prakontraktual sebagai tahap yang menentukan dalam lahirnya kontrak
tersebut dan tahap kontraktual atau pelaksanaan dari kontrak tersebut sesuai

dengan apa yang telah disepakati para pihak.
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Syarat sahnya perjanjian diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, terdapat empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

u pada saat

Sia yang secara

.uﬁ njian harus memiliki objek
tertentu yang jela .

4. Suatu sebab yang halal, yaitu dimana setia perjanjian yang dibuat para
pihak tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban
umum, dan kesusilaan.

Ketentuan mengenai perjanjian sewa-menyewa ini dapat dijumpai dalam

Buku ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sewa-menyewa ini ada

bermacam-macam, ada sewa-menyewa rumah, tanah, maupun barang-barang



lainnya yang dapat dijadikan obyek sewa-menyewa. Penulis disini membatasi diri,
hanya membahas mengenai sewa-menyewa mobil.

Sewa adalah kegiatan dagang di bidang sewa-menyewa atas barang di
mana hak milik atas objek yang_disewakan.tetap berada.pada pemilik barang
(Umbara, 2008, hal. 435). Barang yang dapat dijadikan objek sewa adalah barang
yang bergerak dan barang yang-tidak bergerak:

Pengertian sewa menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 dalam Kitab
Undang-undang Hukum Perdata berbunyi bahwa:

“sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya
kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu-waktu tertentu dan dengan
pembayaran suatu harga, yang oleh ‘pihak tersebut belakangan itu
disanggupi pembayarannya” (Subekti & Tjitrosudibio, 2001, hal. 381).

Sewa-menyewa, seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian-perjanjian
lain pada umumnya, adalah‘'statu perjanjian kensensual. Artinya, ia sudah sah dan
mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya,
yaitu barang dan harga sewa (Subekti R.", 1995, hal. 39-40). Kewajiban pihak
pertama adalah menyerahkan barang yang menjadi objek sewa untuk dinikmati
oleh pihak lain, sedangkan kewajiban. pihak terakhir atau pihak penyewa adalah
membayar “harga sewa”.

Meskipun perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensual
tetapi menurut Undang-undang terdapat perbedaan antara sewa-menyewa
tertulisdan sewa-menyewa lisan. Jika sewa-menyewa dibuat secara tertulis, maka
sewa-menyewa itu dapat berakhir demi hukum (otomatis). Apabila waktu yang

telah ditentukan telah habis tanpa diperlukan suatu pemberitahuan untuk itu.
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Sedangkan jika sewa-menyewa dibuat secara lisan maka sewa-menyewa tersebut
tidak berakhir pada waktu yang ditentukan.

Perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Usaha Insan Mandiri ini

ebagai pemilik
asanya dalam
emilik  proyek
menggunakan” | : "‘-"_- -_'1;'_ s an seperti halnya
menggunakan jasa perusahaan : i ol vaan kendaraan dan
alat-alat ber 2rtuj i : ang dikeluarkan dan
mempermuda an yang sedang dilaksanakan, se enguntungkan kedua

belah pihak.

kadang kala didalam perjanjian ini sering dijumpai salah satu pihak yang tidak
memenuhi prestasi secara baik atau melakukan wanprestasi sehingga hal ini lah
yang menjadi hambatan dalam perjanjian.

Berdasarkan hasil Pra Survei penyewa di PT. Usaha Insan Mandiri dari
bulan Januari sampai dengan Februari 2018 berjumlah 40 pihak dan yang

wanprestasi 10 pihak. Wanprestasi atau yang kadang disebut cidera janji adalah



tidak dipenuhinya suatu prestasi atau lalai dalam memenuhi kewajibannya
sebagaimana yang telah disepakati antara kedua belah pihak seperti yang tertulis
didalam kontrak, konsekuensi dari perbuatan wanprestasi ini adalah menimbulkan
hak bagi pihak yang dirugikan-untuk menuntut-ganti rugi kepada pihak yang telah
merugikannya atau pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi tersebut
(Meliala, 1985, hal. 21).

Ketentuan mengenai wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata diatur dalam pasal 1243, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang
debitu dapat berupa empat macam, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi
akan dilaksanakannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak
sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pada PT. Usaha Insan_Mandiri perjanjian-perjanjian-yang dibuat dengan
para penyewa juga terdapat keadaan seperti demikian. Dimana pihak penyewa ada
yang melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan atau lalai dalam memenuhi
kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan didalam perjanjian yang telah
dibuat oleh kedua pihak sebelumnya.. Wanprestasi yang di lakukan oleh pihak
penyewa pada PT. Usaha Insan Mandiri adalah:

1. Tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian sewa-menyewa Yyang

disepakati oleh para pihak, yaitu keterlambatan pengembalian mobil
yang dilakukan oleh penyewa tidak sesuai dengan waktu sewa yang

telah disepakati yaitu sebelum kontrak berakhir dengan pihak PT.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Usaha Insan Mandiri, hal ini bertentangan dengan pasal 3 dalam

perjanjian yang telah disepakati.

2. Yaitu keterlambatan dalam pembayaran uang sewa mobil yang

sehubungan dengan itu penulis mengambil judul: “Pelaksanaan Perjanjian

Sewa-Menyewa Mobil Pada PT. Usaha Insan Mandiri di Kota Pekanbaru”.
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B. Masalah Pokok

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada PT.

Perjanjian

ai berikut:

ewa-menyewa

anprestasi  dalam

. Usaha Insan

Agar apabila masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan dari perjanjian
sewa-menyewa mobil.

Sebagai bahan pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin
mengadakan penelitian tentang hukum perjanjian, semoga penelitian ini

dapat menjadi pendorong untuk melakukan penelitian lanjutan.

10



D. Tinjauan Pustaka

Hukum perikatan di negara Indonesia diatur didalam Buku ke 1ll Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Buku ke Ill Kitab Undang-undang Hukum
Perdata bersifat _terbuka, yang.berarti memberikan kemungkinan dilakukannya
jenis-jenis perikatan lain selain yang diatur dalam Buku I11 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.(Umbara, 2008;, halt 364).

Perikatan yang diatur didalam Buku ke 11l KUH Perdata disebut dengan
perikatan perikatan bernama (nominat)sebaliknya perikatan yang tidak diatur
didalam Buku ke Il Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai
perikatan perikatan tak bernama (innominat). Perjanjian hernama/nominat adalah
perjanjian yang mempunyai nama sendiri, perjanjian-perjanjian tersebut diatur
dan diberi nama oleh pembntuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling
banyak. Perjanjian tidak bernama/innominat adalah perjanjian-perjanjian yang
didalam kitab undang-undang hukum perdata tidak terdapat peraturannya, tetapi
hidup didalam masyarakat (Umbara, 2008, hal. 370).

Dalam Pasal’ 1233  KUH Perdata menyatakan bahwa, perikatan itu
bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Maka dari kedua hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa salah satu sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian.
Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan hak dan kewajiban pada
masing-masing pihak di dalam perjanjian (Mujaldi & Widjaja, 2010, hal. 91).

Menurut subekti perikatan merupakan pengertian yang abstrak, sedangkan
suatu perjanjian adalah peristiwa yang kongkrit. Berdasarkan hal ini diketahui

objek suatu perikatan belumlah jelas, akan tetapi dalam suatu perjanjian objeknya

11
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telah nyata. Perjanjian adalah suatu pristiwa dimana seseorang berjanji kepada

seseorang lain, dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal

(Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 2010).

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian tersendiri
tentang perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan
antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak

lain melaksanakan perjanjian itu (Prodjodikoro, 1986, hal. 9).

12



Para pihak yang terdapat dalam perjanjian merupakan personalia dalam
perjanjian, menurut Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “pada
umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau
meminta ditetapkannya suatu-janji, melainkan untuk dirinya sendiri”. Dengan
demikian maka suatu perjanjian sebenarnya hanya berlaku bagi pihak-pihak yang
membuatnya saja(Meliala, 1985,hal.'14).

Lebih lanjut penjelasan mengenai perjanjian bahwa, suatu perjanjian dapat
dikatakan terbentuk apabila terdapat dua pihak yang saling memberikan
pernyataan sepakat terhadap satu sama lainnya. Dari pernyataan kedua belah
pihak tersebut = dapat diartikan pernyataan itu__sebagai suatu tindakan
hukum/perbuatan hukum dari para pihak yang tertuju kepada akibat hukum yang
muncul dari kesepakatan yang telah mereka buat. Maka pada prinsipnya
perjanjian merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Dalam melaksanakan perjanjian pihak konsumen perlu mengetahui
ketentuan perjanjian, perjanjian yang dibuat antara para pihak dituangkan dalam
perjanjian tertulisdalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku
usaha. Perjanjian yang dibuat antara Pelaku.Usaha dengan konsumen berazaskan
itikat terbaik(Rahdiansyah, 2018).

Dalam pengertian perjanjian disebutkan juga bahwa, perjanjian
membutuhkan pihak-pihak di dalamnya. Unsur para pihak saja tidak cukup untuk
menyatakan dapat atau tidak suatu perjanjian itu dilaksanakan. Dalam suatu
perjanjian dibutuhkan kecapakan dari para pihak dalam melakukan perbuatan

hukum.

13



Dalam Pasal 1329 KUHPerdata mengatakan, “Tiap orang berwenang
untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.”
Cakap atau kecakapan disini maksudnya adalah para pihak yang membuat
perjanjian haruslah orang-orang..yang oleh. hukum dinyatakan sebagai subyek
hukum perdata.

Asas-asas dalam hukum-perjanjian-adalah:

1. Asas kebebasan berkontrak. Hal ini dapat dianalisis dari ketentuan pasal
1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan
kebebasan kepada para pihak untuk:

a.  Membuat atau tidak membuat perjanjian.

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persayaratannya.
d. Menentukan bentuknya perjanjian, tertulis/lisan.

2. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian
pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya
kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian
antara kehendak dengan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Asas pacta sun servanda disebut juga asas kepastian hukum. Merupakan
asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak
yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-
undang.

4. Asas i’tikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur
dan debitur” harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan
kepercayaan atau keyakinan yang teguh-atau kemauan baik dari para
pihak.

5. Asas kepribadian (personalitas) merupakan asas yang menentukan bahwa
seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk
kepentingan perseorangan saja (HS, 2010, hal. 4).

Menurut C. Asser, ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara
para pihak dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban
(kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak (Asser, 1991, hal. 5).

Menurut Johanes Ibrahim suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-

unsur sebagai berikut :

14
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1.Pihak-pihak yang berkompoten

2.Pihak yang disetujui

3.Pertimbangan hukum

perjanjian 3 1 Perdata yang
menyataka
yang satu pihak lainnya
kenikmatan tu dan dengan

itu disanggupi

Menurut Yahya Harahap, Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak
yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan
barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.
perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan sesuatu hak pada suatu
pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk

menunaikan prestasi (Harahap, 1999, hal. 220).

15



Unsur esensial dari sewa menyewa adalah barang, harga dan waktu
tertentu. Sebagaimana halnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa
menyewa  merupakan perjanjian  konsesualisme, dimana  perjanjian
terbentuk berasaskan kesepakatan antara para pihak, satu sama lain saling
mengikatkan diri. Hanya saja perbedaannya dengan jual beli adalah obyek sewa
menyewa tidak untuk dimiliki: \penyewa; tetapi hanya untuk dipakai atau
dinikmati | kegunaannya sehingga penyerahan barang. dalam™ sewamenyewa
hanya bersifat - menyerahkan kekuasaanatas barang yang disewa tersebut. Bukan
penyerahan hak milik atas barang tersebut.

Sewa menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian lainnya yang
merupakan perjanjian konsensualisme, artinya ia sudah dan mengikat saat
tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan jasa.
Ini berarti jika apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh
pihak yang lainnya dan mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal
balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa telah terjadi.

KUHPerdata tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk perjanjian
sewa menyewa, sehingga perjanjian sewa.menyewa dapat dibuat dalam bentuk
lisan maupun tertulis. Bentuk perjanjian sewa menyewa pada umumnya dibuat
secara tertulis untuk mempermudah pembuktian hak dan kewajiban para pihak di
kemudian hari.

Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat subyek dan obyek, adapun
subyek dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak penyewa dan adanya pihak

yang menyewakan. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban menyerahkan

16
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barangnya untuk dinikmati oleh pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa
mempunyai kewajiban untuk membayar harga sewa. Sedangkan yang menjadi

obyekdari perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga, yang mana barang

menyewaka

berikut :

b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga
dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat
(2) KUHPerdata);

c. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang

disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdata);

17
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d. Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551

KUHPerdata);

e. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552

adanya kerugian yang diderita oleh pihak lainnya dan satu pihak menimbulkan
kerugian bagi pihak lainnya (Bintoro, 2012, hal. 234).

Dalam perjanjian ke dua belah pihak tentu mempunyai suatu hal yang di
jadikan sebagai objek perjanjian, di dalam perjanjian tersebut telah di sepakati hak

dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. Apabila salah satu pihak dalam

18
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perjanjian tersebut tidak dapat memberikan prestasi, maka pihak tersebut

dianggap telah melakukan wanprestasi.

Dalam KUHPerdata, wanprestasi diatur didalam Pasal 1243, yaitu;

gaman, masih
k terdapat kata

stilah mengenai

AL LE (XY

dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya (Harahap,
1999, hal. 45).

Dalam perikatan dibuat oleh dua orang pihak yang terikat yaitu kreditur
dan debituryang berisikan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai
dengan apa yang telah disepakati bersama. Debitur diwajibkan untuk

menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan,
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berbuat, atau tidak berbuat sesuatu Pasal 1234 KUH Perdata. Selain itu debitur
juga diwajibkan untuk memberikan harta kekayaannya diambil oleh kreditur

sebagai pelunasan atas hutang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.

Dari kee [ bentu an asi dia ) menjadi masalah

adalah disaat de : i pestasinya tets an pada saat mana
pula debitu
Apab Ir tida : atau melakukan tindakan

wanprestasi al’ ini kred : ugi atau ongkos

Ada empat akibat adanya wanprestasi yang terjadi di antara perjanjian,
yaitu sebagai berikut:
1. Perikatan tetap ada
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi,
apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur

berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan
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prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan

apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243

Perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji
kepada pihak lain atau dimana kedua belah pihak itu saling berjanji melakukan
sesuatu hal (Subekti R. , 1995, hal. 1). Yang dalam hal ini adalah perjanjian sewa-
menyewa.

Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sewa-menyewa

adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk
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memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama waktu-
waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut

belakangan ini disanggupi pembayarannya. Dimana maksud sewa-menyewa

eet MTABrigatas pe 7y nobil tersebut.

' gﬁ eNe sin, biasanya

penelitian ini, maka metode pe ang penulis gunakan adalah sebagai

berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
observasional research dengan cara survey (Syafrinaldi, 2014, hal. 14). Yaitu
yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan

menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner.
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Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu merupakan
penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tepat dan

rinci mengenai pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Usaha

ciri yang sama
au sebagian dari

populasi yang dap ili ke ] - : tuk memberikan

menjadi populasi dalam penelitian Direktur PT. Usaha Insan Mandiri di

Kota Pekanbaru dan Penyewa pada PT. Usaha Insan Mandiri di Kota Pekanbaru
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Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No.

Responden

Populasi

Sampel/
Ket
Responden

Sensus
100%

Sensus
100%

menyewa mobil pada PT. Usaha Insan Mandiri serta penyelesaian wanprestasi

terhadap perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Usaha Insan Mandiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan tidak langsung, seperti

data yang telah tersedia dalam bentuk tertulis yaitu data yang ada pada PT. Usaha

Insan Mandiri, Peraturan Perundang-Undangan (KUH Perdata) yang memiliki
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kaitan erat dalam npenelitian ini serta buku-buku literatur dan pendapat para ahli
yang diperoleh untuk mendukung penelitian penulis.

5. Alat Pengumpul Data

yang berkaite

Usaha Insa

kelompokkan. Pengelompokan dilakukan menurut jenisnya sedangkan data atau
bahan yang bersifat kualitatif (wawancara) penulis sajikan dalam bentuk uraian
yang jelas dan rinci sesuai dengan masalah pokok. Selanjutnya data yang bersifat

kuantitatif (kuisioner) penulis sajikan dalam bentuk tabel.
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7. Penarikan Kesimpulan
Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para

ahli serta peraturan perundangan-undangan, kemudian ditarik suatu kesimpulan

dengan metode in us terhadap hal-hal

B Ve ",

STTAS ISLA
S “2
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

berjanji me Si yai ! csanakar apa yang telah
diperjanjike . ni senc erbagi lua,_m akni, janji yang
memiliki akil ji < : hukum. Janji yang
memiliki akiba pakan janji yang. aturannya di dalam

peraturan p

harus dipenuhi oleh pihak-pihak ya embuat dan melaksanakan kontrak itu
sendiri(Admiral, 2018).

Beberapa pendapat para ahli mengemukakan pengertian hukum perjanjian,
sebagai berikut:
a. Abdul Kadir Muhammad mengatakan defenisi pasal 1313 KUH Perdata

sebagai berikut, bahwa yang disebut dengan perjanjian adalah

suatupersetujuan dimana mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan
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diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan
(Muhammad, 1993, hal. 78).

b. Setiawan, mendefenisikan perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan

, dalam mana
sesuatu hal,

(Prodjodikoro,

1. i 3 . ) erkanankan untuk

harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat
persetujuan itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf.

3. Jika suatu janji dapat diberikan dua arti, maka janji itu harus dimengerti
menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti

yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan.
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10.

Jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling
sesuai dengan sifat persetujuan.

Perikatan yang mempunyai dua arti harus diterangan menurut kebiasaan di

dianggap

dimasukkan

atas kerugian

an orang yang

perikatan, hal itu tidak dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan
persetujuan itu menurut hukum dalam hal-hal yang tidak disebut dalam
persetujuan (Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum

Perdata, 2001, hal. 338).
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Perjanjian terdiri dari tiga unsur yaitu:

1.

2. Azas-Azas Perjanjian

Essentialia

Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada

ontoh, dalam_.p jual-beli harus ada

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Ketentuan hukum kontrak mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan

bahwa:

30



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 1). Adanya
kesepakatan dari mereka yang mengikatkan, 2). Adanya kecakapan untuk

membuat suatu perikatan, 3) adanya sesuatu hal yang tertentu, 4). Adanya suatu

sebab yang legal

an bahwa
setiap inc ﬁ jan apa yang
diinginkan ” atu perjanjian

akan asas yang

terdapat dala e i ang-Undang Hukum

bersepakat merupakan hal yang harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak yang
bersepakat atau pihak lainnya yang kemudian ikut terlibat dalam kontrak tersebut,
seperti pihak ketiga dan atau hakim yang tidak boleh melakukan intervensi
terhadap substansi kontrak yang telah disepakati oleh para pihak (Abd Thalib,

2016, hal. 27).
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c. Asas Kepribadian (Personalia)
Asas kepribadian dalam hukum perjanjianmerupakan suatu asas yang

menentukan bahwa seseorang yang akan membuat perjanjian hanya untuk

Pasal 1315
KUH Perdata yang atak m eseorang tidak dapat
iri. Ini berarti

bahwa seseorang nengadakan perj 1 sendiri”.

d. Asas Ko

Asas
perjanjian ti
tersebut sesual der : j : 1ana dimaksud dalam
KUH Perdata

kesadaran, tanpa adanya

| da ' erela 19 * U
yang tulus atau atas % Q “‘@b

unsur paksaan atau tekanan maup bahkan tanpa maksud tipu muslihat
ada padanya (Abd Thalib, Perkembangan Hukum Kontrak Modern, 2016, hal.
26).

Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat
antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban

bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang

tersebut mencapai kesepakatan atau konsesus, meskipun kesepakatan telah dicapai
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secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat

dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak berjanji tidak memerlukan

formalitas (Selvi Harvia, 2017).

merupakan ang suli r de P : ertentu. Untuk

itu itikad bz ah pihak dalam pe dari sikap dan

haruslah memenuhi semua syars

ahnya perjanjian yang diatur dalam
pasal 1320 KUHD vyaitu adanya 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal (Selvi Harvia, 2017).

33



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan
subyek perjanjian, dan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena

berkaitan dengan objek perjanjian.

sepakat me

mengataka

kekhilafan, atau. dipe = 2nipuan (Abd Thalib &

yang cakap dan memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum
(HS, 2010, hal. 165). Didalam Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan bahwa
orang-orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian adalah orang-orang yang
belum dewasa, lalu mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, serta wanita yang

telah bersuami.
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c. Suatu Hal Tertentu
Syarat objektif untuk sahnya perjanjian adalah suatu hak tertentu dan

sebab yang halal seperti yang tertulis dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Suatu

berada di luar perda o erbuka bd Thalib &

Admiral,

terdapat seb )ab b /ang.menjadi_dz SUS erjanjian yang tidak

dilarang ole A ote § jainya. Undang-

tidak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1335

sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata.

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian
Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu

perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama:
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a. Perjanjian Bernama
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri.

Maksudnya bahwa ia bernama karena perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan

Perj

dalam KUH Perc

B. Tinjauan Umum Perjanjian Sewa-Menyewa
1. Pengertian sewa-menyewa

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian yang sangat sering kita jumpai
dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan bisnis antara orang
dengan orang atau orang dengan perusahaan. Pada prinsipnya hubungan bisnis ini

menganut kebebasan masing-masing pihak untuk melakukan kontrak dan
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menganut asas “Pacta Sunt Servanda” yaitu semua persetujuan yang dibuat

berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terikat dan harus

dilaksanakan dengan itikad baik

”0
5

tergantung dari segi ma ‘
perbedaan-perbedaan yang dikemukakan para ahli tentang sewa-menyewa,
semata-mata adalah karena masing-masing ahli ingin mengungkapkan atau
memberikan pandangan yang lebih tepat tentang sewa-menyewa.

Sewa-menyewa (huur en verhuur)merupakan “persetujuan antara pihak
yang menyewakan dengan pihak yang menyewa” (Harahap, 1999, hal. 220).

Pihak pemilik atau pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak
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disewakan kepada pihak penyewa untuk “dinikmati” sepenuhnya (volledige
genot). Sewa-menyewa juga berarti suatu persetujuan penyerahan, pemakaian dan

pemungutan hasil dari barang, padahal hak milik atas barang itu tetap berada

ditangan yang Vs ! iknye ; yewa  berkewajiban

memberi 2 K baran . 49).

pengertia

Unsur-uns

a. ang menyewakan
b.

c itu barang, baik
d tuk menyerahkan
e. menyerahkan uang

2. Hak dan Kewajiban para pihak

Pihak-pihak dalam sewa-menyewa adalah pihak penyewa dan pihak yang
menyewakan. Pihak penyewa merupakan pihak yang membayar uang sewa
sedangkan pihak yang menyewakan adalah pihak pemilik yang menyerahkan

kenikmatan atas barang.

38



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Menurut pasal 1550-1554 KUHPerdata, kewajiban dari pihak yang menyewakan,
adalah:

a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;

Memberikan si penyewa kenikamatan yang tenteram dari barang yang
disewakan selama berlangsungnya persewaan (Subekti R. , 1995, hal. 91).
Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada si penyewa

dimaksudkan sebagai  kewajiban  pihak  yang  menyewakan  untuk

menanggulangi atau menangkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga,

39



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

yang misalnya membantah hak si penyewa untuk memakai barang yang
disewanya.

Selain itu, pihak yang menyewakan selama waktu sewa, menyuruh

melakukan pe D disewakan yang perlu

% etulan pada LT
dilakukan ‘Q“ “kﬁw\“ .. ewajiban si

penyewa.

Jika penyewa memakai barangyang disewa tidak sesuai dengan apa yang
digunakannya, atau suatu keperluan sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan
kerugian kepada pihak pemberi sewa, maka pihak pemberi sewa menurut
keadaan, dapat mengajukan pembatalan sewa.

Selain itu, hak dari yang menyewakan adalah menerima uang sewa pada

waktu sebagaimana yang diperjanjikan, sedangkan hak dari penyewa yaitu:
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a. Penyerahan barang dalam keadaan terpelihara sehingga barang itu
dapat dipergunakan untuk keperluan yang dipergunakan.

b. Jaminan dari yang menyewakan mengenai kenikmatan tentram dan

ikan sebagai ketidakpastian
<
i

Subekti, kata risiko berarti kewajiban

timbulnya suatu kerug

I

untuk memikul kerugian jikala

L\ N

salahan salah satu pihak yang
menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian (Selvi Harvia Santri, 2018).
Dalam perjanjian sewa-menyewa risiko mengenai barang yang
dipersewakanitu berada di pihak penyewa. risiko juga bisa diartikan sebagai
kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang
terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi

obyek perjanjian. Pembebanan risiko kepada obyek sewa disebabkan oleh
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terjadinya suatu peristiwa diluar dari kesalahan para pihak yang mengakibatkan
musnahnya barang atau obyek sewa-menyewa. Musnah atas barang obyek dalam

perjanjian sewa-menyewa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu musnah secara

QQ‘

Sebagaimana disebu

perjanjian sewa menyewa dapat diaktakan berakhir apabila ditentukan secara
tertulis bahwa, sewa-menyewa berakhir dengan sendirinya sesuai dengan batas
waktu yang telah ditentukan para pihak ketika menutup perjanjian. Dengan
demikian, jika lama sewa-menyewa sudah ditentukan dalam persetujuan secara
tertulis, perjanjian sewa berakhir tepat pada saat yang telah ditentukan. Artinya,

pemutusan sewa dalam hal ini sudah tidak perlu lagi diakhiri dengan surat lain.
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Sewa-menyewa juga dapat berkahir dalam waktu tertentu yang
diperjanjikan secara lisan. Pasal 1571 KUHP menjelaskan tentang perjanjian sewa
dalam jangka waktu tertentu, tetapi diperbuat seacara lisan. Perjanjian seperti ini
tidak berakhir tepat pada waktu_yang telah-diperjanjikan, namun ia berakhir
setelah adanya pemberitahuan dari salah satu pihak tentang kehendak mengakhiri
sewa-menyewa. Dan itupun didasari'dengan memperhatikan jangka waktu yang
layak menurut Kebiasaan setempat. Maksudnya, dalam penghentian sewa-
menyewa seacra lisan pengakhiran sewa harus memperhatikan jangka waktu
penghentian (opzeggingstermijn) sesuai dengan kebiasaan setempat. Batas waktu
antara penghentian dan pengakhiran inilah yang disebut dengan jangka waktu
penghentian.

Selanjutnya mengenai pengakhiran sewa-menyewa baik secara tertulis
ataupun lisan yang tidak ditentukan batas waktu berakhirnya yaitu, seacara umum
dapat dipahami penghentian atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa berjalan
sampai pada saat yang dianggap pantas oleh kedua belah pihak. Penjelasan ini
dapat menjadi pegangan karena undang-undang sendiri tidak mengatur cara
pengakhiran perjanjian sewa tanpa batas waktu. Undang-undang hanya mengatur
perihal pengakhiran perjanjian sewa-menyewa seacra tertulis dan lisan yang di
dalamnya berisi  kesepakatan tentang batas waktu sewa-menyewa
(https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8204/SKRIPSI_TEDY%20K
USWARA 13410101%20scan.pdf?sequence=1&isAllowed=y  diakses pada

tanggal 7 Oktober 2018).
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C. Tinjauan Umum PT. Usaha Insan Mandiri

Berdasarkan Akta Nomor 29 Tanggal 15 Juni 2010, PT. Usaha Insan

Mandiri adalah perusahaan swasta yang berdiri pada Hari Selasa Tanggal 15 Juni

2007 dan merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham mempunyai konsekuensi, yaitu merupakan lembaga yang mandiri
pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum baik di

dalam maupun di luar pengadilan serta mempunyai harta yang terpisah dari para

pengurusnya maupun para pendirinya (Budiarto, 2002, hal. 15).
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 mengatakan:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum

yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

badan usaha Perseroan Terbatas (PT) ini sangat diminati oleh masyarakat
(Hartono, 2000, hal. 2).
Maksud dan tujuan dari perseroan terbatas ini berdasarkan akta

pendiriannya adalah sebagai berikut:
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a. Perdagangan, kegiatan usaha meliputi:
- Meliputi perdagangan eksport dan import, antar pulau atau daerah

serta lokal, untuk hasil hutan, hasil perkebunan, hasil industri,

industri, gedung
- Pemasangan listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner,
limbah dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin.
- Pembangunan kontruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan,
jalan, pengairan, bendungan, lintasan udara
c. Pengangkutan darat, kegiatan usaha meliputi:

- Meliputi pengangkutan barang, kontainer, traking trailer, peti kemas
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- Ekspedisi dan pergudangan
- Transportasi hasil perkebunan

d. Perindustrian, kegiatan usaha meliputi:

f. Perbeng

‘é‘\'ﬁﬁ\.i
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- Usaha penyediaan dan penjualan suku cadang alat-alat berat

g. Jasa, kegiatan usaha meliputi:

- Jasa Periklanan, Promosi dan Reklame melalui media komersil,
Televisi, Radio, Surat Kabar meliputi billboard, logo, brosur dan
poster

- Jasa persewaan alat-alat transportasi, persewaan mesin lainnya.
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h. Pertambangan, kegiatan usaha meliputi:
Pertambangan batubara, penggalian gambut dan pembuatan briket

Penggalian batuan tambang yaitu marmer, granit, andesit, koral,

MGR HRD
ACCOUNTING OPERATION MANAGER MANAGER

Sumber: PT. Usaha Insan Mandiri Kota Pekanbaru.
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

“perjanjia atau lebih

mengikatka

Menu jono djodik ] bungan hukum
mengenai aan antara dua belah jua pihak tersebut
saling berj

pihak yang c S8 jﬁ koro, 1986, hal.

perti  halnya penyewa yaitu

mendapatkan keuntungan berupa terpenuhinya kebutuhan akan suatu benda tanpa

harus memiliki atau membeli benda tersebut, sedangkan bagi pihak pemberi sewa

juga mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang atau keuntungan lain sesuai
dengan apa yang disepakati dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa.

Sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu
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mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak
lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh

pihak yang terakhir itu.”

pemakaian sementara

perjanjian baku oIS : dak melaksanakan
perjanjian s i ' ata baku itu sendiri
berarti pato an, atau a ek : Bisnis, 2005,

hal. 48).

kuat.

2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi
perjanjian.

3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.

4. Bentuk tertentu (tertulis) dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan

konfektif (Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, 2005, hal. 59).
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Pada dasarnya sewa-menyewa dilakukan untuk waktu tertentu, sedangkan

sewa-menyewa tanpa waktu tertentu tidak diperkenankan. Persewaan tidak

berakhir dengan meninggalnya orang yang menyewakan atau penyewa. Begitu

menyewakan sudah mengetahui dimana alamat perusahaan yang akan

melakukan seewa mobil tersebut.

3. Meski tidak ada dasar secara tertulis, tetapi biasanya harga sewa dengan
penyewa dari golongan pribadi dibedakan antara pelanggan lama
dengan pelanggan baru, sedangkan harga sewa dari golongan

perusahaan didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Usaha Insan
mandiri, sebelum melaksanakan perjanjian sewa-menyewa pihak penyewa harus

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak pemberi sewa, adapun

perjanjian.
Jika pihak penyewa telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak
yang menyewakan, maka para pihak dapat menandatangani surat perjanjian sewa-
menyewa mobil yang telah dibuat tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan PT. Usaha Insan

Mandiri di Kota Pekanbaru bahwa kendaraan pada PT. Usaha Insan Mandiri ini
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terdiri dari berbagai jenis dan merek seperti Toyota Avanza, Mitsubishi Pajero,

Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Strada Double Cabin, Mitsubishi Strada Triton

Double Cabin, Toyota Hilux, Toyota Kijang Innova, Mitsubishi L300, dil.

ewa-Menyewa

anbaru

No. Presentase
1. 100%
2. -
Jumlah 10 orang 100%

Sumber Data: data olahan oktober 2018
Dari tabel I11.1 dapat dilihat bahwa 100% responden memberikan jawaban
bahwa bentuk perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Usaha Insan Mandiri di

Kota Pekanbaru dibuat secara tertulis.
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan PT. Usaha Insan
Mandiri mengenai bentuk perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Usaha Insan

Mandiri di Kota Pekanbaru adalah yakni secara tertulis yang dibuat oleh pihak

diri di Kota
memberikan
tnya. Perjanjian
sewa-menyews at secara J : : buktian apabila

terjadi perselis iantara pihak yang m 3tnya a perjanjian sewa-

Perjanjian sewa-menyewa secara lisan diatur dalam Pasal 1571 KUH Perdata
menyatakan bahwa: “jika sewa tidak dibuat secara tertulis, maka sewa tersebut
tidak berakhir pada waktu yang tidak ditentukan, melainkan jika pihak lain
menyatakan bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan

tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat”.
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Adapun isi surat perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Usaha Insan

Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian sewa-menyewa memuat identitas pemilik sewa dan

melalui kesepakatan dan dituangkan dalam bentuk addendum.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil berisikan hak-hak
dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para para pihak. Hak dan
Kewajiban tersebut biasanya terdapat didalam isi perjanjian yang dibuat oleh para
pihak dan sudah disepakati serta harus dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian

sewa-menyewa tersebut. Oleh karena itu harus dipahami agar dapat terpenuhi atau
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terlaksananya isi perjanjian. Melalui kuisioner penulis menanyakan kepada
responden “Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap isi perjanjian sewa-

menyewa mobil pada PT. Usaha Insan Mandiri di Kota Pekanbaru?”. Adapun

Mandiri di Kota Pekanbaru me

aman terhadap isi perjanjian sewa-
menyewa mobil pada PT. Usaha Insan Mandiri di Kota Pekanbaru adalah bahwa
isi dalam perjanjian sewa-menyewa dibuat oleh kesepakatan antara kedua belah
pihak dan kemudian dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak PT. Usaha Insan
Mandiri agar pihak penyewa dapat memahami isi perjanjian yang bersikan hak
dan kewajibannya sebagai penyewa sebelum menyepakati surat perjanjian

tersebut dan menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa mobil. Namun
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ISJIAIU

nery we[sy sej

dalam pelaksanaannya masih terdapat pihak penyewa yang tidak melaksanakan isi
dari surat perjanjan sewa-menyewa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Usaha Insan

dan cerm nge ausula ala z ikan hak dan

kewajiban mas al si hak da pihak adalah

fotocopy KTP,

TDP dan akta

tanggungan asuransi, seperti kerusakan ban robek/pecah yang terjadi
sebelum waktunya penggantian ban karena pemakaian normal.
f. Menggunakan kendaraan dan menyimpan STNK kendaraan pada saat

dimulainya perjanjian ini.
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2. Hak dan kewajiban pemberi sewa

a. Memiliki hak untuk menerima pembayaran uang sewa kendaraan dari

penyewa sebagaimana diatur didalam perjanjian.

apapun, jika

mobil secara 2pakati oleh para
pihak. Para p kew ajiban yang harus
dilakukan oleh a menyewa mobil
rental. .. .

Dalam pelaksanaa ewa mobil si penyewa yang
melakukan sewa mobil harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh
pihak pemberi sewa yaitu PT. Usaha Insan mandiri di Kota Pekanbaru. Untuk itu
melalui kuisioner penulis menanyakan kepada responden “Apakah ada atau tidak
syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil
pada PT. Usaha Insan Mandiri di kota Pekanbaru?”’. Adapun jawaban para

responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 111. 3
Jawaban Responden Mengenai Syarat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-

Menyewa Mobil Pada PT. Usaha Insan Mandiri di Kota Pekanbaru

i -
>
f:.. A.

SRARAEY

Mandiri di Kota Pekanbaru menge au tidaknya syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh pihak penyewa mobil dalam melaksanakan perjanjian sewa-
menyewa mobil pada PT. Usaha Insan Mandiri di Kota Pekanbaru, yaitu penyewa
yang berupa perorangan harus menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy SIM dan
fotocopy KK sedangkan bagi perusahaan harus menyerahkan fotocopy akta
perusahaan, fotocopy SIUP, fotocopy NPWP, fotocopy TDP, fotocopy KTP

Pimpinan.

59



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Selain itu juga dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat sifat tuntut

menuntut dari masing-masing pihak yang terikat di dalamnya, baik dari pihak

pemilik maupun pihak penyewa tentu akan menuntut terpenuhinya persyaratan-

jawaban bahwa saat melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Usaha
Insan Mandiri di Kota Pekanbaru tidak ada jaminan yang harus diserahkan kepada
pihak yang menyewakan tetapi hanya perlu memenuhi syarat-syarat yang telah
ditetapkan oleh pihak yang menyewakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan PT. Usaha Insan

Mandiri di Kota Pekanbaru mengenai ada atau tidaknya jaminan yang harus
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diserahkan dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil yang dilakukan

oleh kedua belah pihak adalah pada saat melakukan sewa-menyewa mobil tidak

ada jaminan yang harus diserahkan oleh pihak penyewa, tetapi penyewa harus

perorangan memberikan hak verbaal kepada kreditur terhadap benda

keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan piutangnya(Tutik,

2010, hal. 176).

Menurut penulis, kurangnya jaminan dalam suatu perjanjian sewa-
menyewa membuat pihak penyewa kebanyakan lalai dalam memenuhi prestasinya

dan bersikap seenaknya saja, untuk itu jaminan sangatlah diperlukan dalam suatu
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perjanjian agar mengantisipasi pihak yang menyewakan tidak mengalami

kerugian.

Pada saat melakukan sewa-menyewa mobil pihak penyewa memiliki

kewajiban untu ewa yang menyewakan
yaitu P a an kepada
respond Iﬁlﬁ}fﬁﬁw ang disewa pada
W 2
PT. Usah d\?i i {lﬁ i ra responden
dapat dilih i
Jawaban . a]*;Pé -aiéh e yang Disewa
PT. Usaha Insan Mandiri di
No. nR ’ Presentase
1. | Dibayarse obi n = 100%
2. | Dibaya ag = -
3. | Dibayar rga s - -
h rang 100%
Sumber data: data olahan
Dari tabel Ill. 5 dilihat bahwa 100% responden memberikan jawaban

bahwa pembayaran uang sewa pada PT. Usaha Insan Mandiri dibayar pada saat

sebelum mobil yang disewa digunakan oleh pihak penyewa denga harga

bersadarkan dengan kesepakatan perjanjian.

Berdarakan hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Usaha Insan

Mandiri di Kota Pekanbaru mengenai cara pembayaran uang sewa mobil yang
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disewa oleh pihak penyewa adalah pembayaran uang sewa dibayarkan diawal
sebelum mobil yang disewa digunakan oleh pihak penyewa, dan apabila penyewa
melakuka sewa mobil dalam jangka waktu bulanan maka pembayaran sewa
bulanan dilakukan-pada hari ke-25 setiap bulannya.

Yang dimaksud dengan pembayaran adalah setiap tindakan pemenuhan
prestasi walau bagaimanapun-sifat “dari “prestasi itu. Penyerahan barang oleh
penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan
dari prestasi atau tegasnya adalah “pembayaran’. Dengan terjadinya pembayaran
tersebut, maka terlaksanalah perjanjian kedua belah pihak. Sudah tentu pihak yang
wajib melaksanakan pembayaran adalah debitur. Sesuai dengan pasal 1382 KUH
Perdata (Abd Thalib & Admiral, Hukum Keluarga dan Perikatan, 2008, hal. 184).

Menurut Pasal 1382 KUH Perdata menyatakan bahwa: “tiap-tiap perikatan
dapat dipenuhi-oleh siapa ;saja yang berkepentingan, seperti orang yang turut
berutang atau seseorang penanggung hutang. Suatu perikatan bahkan dapat
dipneuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal
saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan.untuk melunasi hutangnya si
berutang atau jika ia bertindak atas namanya-sendiri, asal ia tidak menggantikan
hak-hak siberpiutang”.

Menurut penulis, penetapan pembayaran harga sewa pada PT. Usaha Insan
Mandiri ini ditetapkan oleh pihak pemberi sewa berdasarkan merek atau jenis
mobil serta harga sewa mobil yang akan disewa oleh pihak penyewa telah

ditetapkan oleh pihak pemberi sewa.
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Pasal 1569 KUH Perdata menyatakan bahwa: “jika terjadi perselisihan
tentang harga suatu penyewaan yang dibuat dengan lisan yang sudah dijalankan

dan tidak terdapat suatu tanda pembayaran, maka pihak yang menyewakan harus

penulis mena 1da of ertanggung jawab

apabila terja Isakan pada e 1 saat masa sewa

Jawaban C eng anggu pabila Terjadi

Kerusakan asa Sewa a Insan Mandiri di

No. Presentase
1. | Penyewa 80%
2. | Pihak yang menyewakan - -
3. | Pihak yang menyewakan dan pihak penyewa 2 Orang 20%
Jumlah 10 orang 100%

Sumber data: data olahan oktober 2018
Dari tabel Il1. 6 dapat dilihat bahwa 80% responden memberikan jawaban

bahwa pada saat melakukan sewa-menyewa mobil pada PT. Usaha Insan Mandiri
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apabila terjadi kerusakan terhadap mobil yang disewa merupakan tanggung jawab
dari penyewa sepenuhnya. Dan 20% memberikan jawaban apabila terjadi

kerusakan pada mobil yang disewa menjadi tanggung jawab penyewa dan

saha Insan

2
tau®

kerusakan
hak penyewa
a tersebut.

. Usaha Insan

taaRy

AN

ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang
dimaksud dalam perjanjian.(Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 2010, hal.
144).

Pembayaran ganti kerugiannya ditentukan dari dilihat terlebih dahulu ada

atau tidaknya jangka waktu yang dijadikan patokan untuk kelalaian oleh si
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penyewa. Ganti kerugiannya berupa denda terhadap penyewa yang lalai
melaksanakan kewajibannya sebagaimana hasil kesepakatan..

Wanprestasi sebenarnya tidak pernah diinginkan oleh pihak manapun

terutama plhak DE pamun tindake i ini sudah menjadi
R ITTESN M '@,‘

resiko b i kuisioner

: =
‘ﬁ‘

penulis t 2 melakukan

1=

wanpresta

e
!

.. \'\\\\\

Mandiri di
dibawah in

Jawaban Wanprestasi

v
g
uk
g
far

Dalam ¢ ndiri di Kota

&
¢
Jun

No. Presentase
1. 80%
2. 20%

10 orang 100%

Sumber data: data olahan Oktober 2018

Dari tabel 111. 7 dapat dilihat bahwa 80% responden memberikan jawaban
penyebab penyewa melakukan wanprestasi karena keterlambatan dalam
pengembalian mobil yang disewa, sedangkan 20% responden tidak melakukan

prestasinya karena terlambat dalam pembayaran uang sewa.
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pimpinan PT. Usaha Insan
Mandiri, mengenai penyebab penyewa melakukan wanprestasi dalam sewa-
menyewa mobil pada PT. Usaha Insan Mandiri yaitu keterlambatan pengembalian
mobil yang disewa lewat dari_jangka waktu vyang telah ditetapkan dan
keterlambatan pembayaran uang sewa mobil.

Suatu perbuatan wanprestasi tidak: bisa.terlepas dari masalah pernyataan
lalai, yaitu Kkelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam melaksanakan
kewajibannya dalam perjanjian sewa-menyewa. \Wanprestasi yang dilakukan oleh
pihak penyewa secara tidak langsung merugikan pihak = pemberi sewa
Keterlambatan penyewa dalam mengembalikan maobil sewaan, maka penyewa
telah melakukan tindakan wanprestasi, yaitu ‘melakukan wanprestasi tetapi
terlambat.

Pada dasarnya setiap, orang yang melakukan perjanjian harus dilandasi
dengan itikad baik, begitujuga dengan perjanjian sewa-menyewa harus didasari
dengan itikad baik 'yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai kejujuran.
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu:

“Memerintahkan semua  perjanjian ..dilaksanakan dengan itikad baik,
maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.
dengan demikian kewajiban kedua belah pihak ialah melaksanakan perjanjian

dengan itikad baik memberi kepastian hukum mengenai isi perjanjian yang
tidak selalu dinyatakan dengan tegas.”

Menurut Syarifuddin, asas iktikad baik mempunyai fungsi penting didalam
perjanjian. Batasan tentang asas ini memang sulit ditentukan, namun secara umum
dapat diartikan bahwa asas iktikad baik merupakan suatu kewajiban kontraktual.

Dengan begitu, apa yang mengikat bukan hanya sekedar apa yang secara eksplisit
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dinyatakan oleh para pihak namun juga apa yang diharuskan(Syarifuddin, 2013,

hal. 74).

Menurut Mariam. Darus Badrulzaman, itikad baik harus dimaknai dalam

Kompilasi

Ber

C
@
Q
=
)
=]
w
QD
5

mandiri apa

TV RE

2 5
E 2
o 2
3 s
':_5'_ QD
- O
«3: D
2 e\ )
)
5 -

dapat melak

Insan Mand

karena dengan adanya ‘n ape /2 anjian akan memberikan
&‘\\&

kepastian hukum bagi masing- dalam melaksanakannya. Disisi lain,
ketetapan jangka waktu ini dapat menjadi pelindung dari kesewenang-wenangan
pihak yang menyewakan maupun kelalaian pihak penyewa itu sendiri.

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah

“performance” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan

hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri
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untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “term” dan “condition” sebagaimana
disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan (Fuady, 2001, hal. 87).

Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian

dalah berupa interest,

"

)kan Kkerugian
bagi piha akan “Apakah
ada atau ti erlambatan dalam
pembayara
PT. Usaha 1 ."_ i ban responden dapat

dilihat pada

No. Presentase
1. Ada 8 orang 80%
2. Tidak 2 orang 20%

Jumlah 10 orang 100%

Sumber data: data olahan oktober 2018
Dari tabel I11. 8 Dapat dilihat bahwa 80% responden memberikan jawaban

bahwa adanya teguran dari pihak yang menyewakan karena penyewa lalai dalam
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memenuhi prestasinya dalam hal pembayaran uang sewa dan keterlambatan
pengembalian mobil yang disewa pada PT. Usaha Insan Mandiri di Kota

Pekanbaru, sedangkan 20% responden mengakan tidak mendapat teguran dari

dari pihak kreditur. ! ..: an ds erpiutang (kreditur)
kepada si ang (debi Japs estasi sesuai dengan isi

perjanjian ya

Pasal 1238 S erutang adalah lalai,
apabila ia deng a sejenis itu telah
dinyatakan lalai, atau .u Q . alahjika menetapkan, bahwa si

berutang harus dianggap lala

B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa

Mobil Pada PT. Usaha Insan Mandiri di Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa terdapat beberapa hal yang
mengakibatkan batalnya isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang

membuatnya, salah satunya vyaitu terdapat pihak yang tidak memenuhi
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kewajibannya sehingga menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi adalah
pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak

menurut selayaknya (Harahap, 1999, hal. 223).

sekali, me
terlambat,

Terj
beberapa a

lain sebagai

apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktuntunya.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH
Perdata)

3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan ini timbul

setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan
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besar bagi pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak diperkenankan

untuk berpegang pada keadaan memaksa.

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat

oleh ked

memberika
penulis mena kepa X .@1 saian  terhadap
penyewa yang mels ‘;' restasi ':— : san Mandiri di Kota

Pekanbaru? Adapun j 3 e da & : abel dibawah ini:

Tidak Meme T, Usa irid Kota Pekanbaru

No. Presentase

L 100%

2. Melalui Pengadila -
Jumlah 10 orang 100%

Sumber data: data olahan oktober 2018

Dari tabel 111. 9 dapat dilihat bahwa 100% responden memberikan jawaban
bahwa pada saat melakukan sewa-menyewa mobil pada PT. Usaha Insan Mandiri
di Kota Pekanbaru, apabila penyewa tidak memenuhi prestasinya maka

penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan/non litigasi. Penyelesaian ini
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dilakukan secara kekeluargaan dengan cara membayar denda atau ganti rugi
kepada pihak yang menyewakan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan PT. Usaha Insan
mandiri jika penyewa melakukan keterlambatan dalam pengembalian mobil maka
wajib membayar biaya denda sebesar 1 hari harga sewa untuk setiap hari
keterlambatan pengembalian yang dilakukan oleh pihak penyewa.

Upaya penyelesaian atas perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan
Perjanjian Sewa-Menyewa pada PT. Usaha Insan Mandiri di Kota Pekanbaru,
berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak pemberi sewa atau pihak yang
menyewakan adalah diselesaikan di luar pengadilan atau secara kekeluargaan.
Penyelesaian secara negosiasi atau kekeluargaan ini- didasari oleh keinginan
masing-masing pihak yaitu pihak pemberi sewa dan pihak penyewa dalam
pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Pada PT. Usaha Insan Mandiri di
Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan PT. Usaha Insan
Mandiri, pertama pihak pemberi sewa akan memberikan teguran atau peringatan
kepada pihak penyewa yang lalai. dalam melaksanakan kewajibannya sebanyak 3
kali mengenai prestasi atau kewajiban yang belum dilakukan, apabila ternyata
pihak penyewa tetap mangkir dari teguran atau surat peringatan, maka pihak
pemberi sewa akan melakukan penarikan atas kendaraan yang disewakan apabila
kendaraan tersebut masih ada ditangan pihak penyewa dan masa sewa tetap
berjalan hingga pihak penyewa membayar kewajibannya. Dan apabila ternyata

setelah dilakukan somasi dan teguran tetapi pihak penyewa tidak mengindahkan
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teguran tersebut dan tidak melakukan prestasi atau kewajibannya, maka pihak
yang menyewakan dapat melakukan gugatan di pengadilan atas tindakan

wanprestasi.

Pasal 124 - m Kan aggantian biaya, rugi,

pertama kesadaran dari masing-masing pihak, para piha emberi sewa atau

penyewa he iliki i “mela o perjanjian  sewa-

sengketa tertua adalah melalui proses litigasi di pengadilan, kemudian
berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar
pengadilan. Proses litigasi akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat
adversarial yang belum mampu merangkul kepentinga bersama, lambat dalam
penyelesaiannya, dan membutuhkan biaya yang mahal, sebaliknya, melalui proses

di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”,
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dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan
karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara

komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik(Admiral,

[acam calra

W,

antara para
put  memiliki
kekuranga S menentukan
penyelesaia siap menerima

konsekuens

.. %\Q‘ﬁé\

Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi maupun dengan cara non
litigasi memiliki keunggulan dan kelemahan yaitu:

1) Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai

penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk

menyelesaikan sengketa dengan perantara pengadilan, sedangkan
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2)

3)

4)

5)

penyelesaian sengketa melalui non litigasi dilakukan berdasarkan pada
kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya dilakukan dengan

aclvo ehingga biaya yang
pnanes 'o.‘

igasi orial dalam arti
g It

( ' 2mbaga yang

ui non litigasi

2 8

ada kehendak

i persayaratan-
n dan sebagai

a menjadi lama.

‘taaagy

makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya persidangan,
terkecuali untuk perkara tertentu, misalnya perkara asusila. Sedangkan
sifat rahasia dari penyelesaian sengketa melalui non litigasi berarti hanya
pihak yang bersengketa yang dapat menghadirinya dan bersifat tertutup

untuk umum sehingga segala hal yang diungkap pada pemeriksaan, tidak
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dapat diketahui oleh khalayak ramai dengan maksud menjaga reputasi dari
para pihak yang bersengketa(Bintoro, 2012, hal. 238).

Penyelesaian sengketa melalui jalur Non litigasi memang bukan

etapi menyelesaikan
?.N‘ .Q 2

jadi_ leb ?ﬂ aya murah,
'.

agar tercap: gputusan yang

dapat diterima perlu menempuh
upaya di tinggi  untuk
melaksanakan kesepa ' bersengketa di

a gugatan yang
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

. Penyelesaian tindakan war olen pihak penyewa dalam
pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Usaha Insan
Mandiri di Kota Pekanbaru dikenakan denda sebesar 1 hari harga sewa
untuk setiap hari keterlambatan pengembalian. pihak pemberi sewa
memberikan teguran atau peringatan sebanyak 3 kali, apabila pihak

penyewa masih mangkir dan tidak memenuhi kewajibannya maka
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ISJIAIU

nenyj wejsy se)

pihak pemberi sewa akan menarik kendaraan yang ada pada pihak

penyewa dan sewa tetap berjalan sampai pihak penyewa memenubhi

keewajibannya. Dan biasanya jika terjadi perselisihan diantara masing-

perjanjian
Pekanbaru

1.

dilakukan secara hukum akan berdampak hubungan yang tidak
harmonis antara kedua belah pihak yaitu pihak pemberi sewa dan

pihak penyewa.
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